GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI

Menimbang

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANGRETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a. bahwa sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. bahwa Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha;

. bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional

berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional
Nusa Tenggara Timur yang mendorong bertambahnya aset-
aset baru milik Pemerintah Daerah yang menjadi obyek
baru dari Retribusi Jasa Usaha disamping adanya serah
terima sarana dan prasarana sebagai akibat dari
penyerahan urusan Pemerintah dari Kabupaten/Kota
kepada Provinsi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan
Perubahannya perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu
menetapkanPeraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;



Mengingat

—

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011
tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor
10, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0050), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

8 Tahun 2013;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerahyang
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NusaTenggara Timur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentudi bidang retribusi
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh
Gubernur untuk mengelola Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat-tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi
untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau

seharusnya tidak terutang.



17.

18.

19.

20.

21.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB
yang diajukan oleh wajib Retribusi.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang
memuat ketentuan pidana.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

Ketentuan Pasal 2ditambahkan 1 (satu) huruf yakni hurufg, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

=

oo a0

RetribusiPemakaianKekayaan Daerah;
RetribusiTempatPenginapan/Pesanggrahan/Villa;
RetribusiPenjualanProduksi Usaha Daerah;
RetribusiPelayananKepelabuhanan;
RetribusiTempatRekreasidanOlahraga;
RetribusiTempatKhususParkir; dan

Retribus Terminal.



3. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah
adalah sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada
kelompok Dinas Kesehatan/UPT Laboratorium Kesehatan, Dinas
Kebudayaan/UPT Museum  Daerah, Dinas Peternakan/UPT
Veteriner/UPT Pembibitan Ternak, DinasPekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dan Rumah Sakit Jiwa Naimata sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

4. KetentuanPasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Strukturdanbesarnyatarifretribusipenjualanproduksiusahadaerahadal
ahsebagaimanatercantumdalamLampiran II danmerupakanbagian
yang tidakterpisahkandariPeraturanDaerahini.

(2) Struktur Retribusi PenjualanProduksi Usaha Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada
kelompok Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Produksi
Makanan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara
Timurdengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 38ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
(1) StrukturdanbesarnyatarifRetribusiTempatRekreasidanOlahragaadalah

sebagaimanatercantumdalamLampiranllldanmerupakanbagian  yang

tidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini.



(2) Struktur Retribusi TempatRekreasidanOlahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada
kelompok DinasPariwisataProvinsi Nusa Tenggara Timurdengan tarif
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KetentuanPasal 45 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 45
StrukturdanbesarnyatarifretribusitempatkhususParkiradalahsebagaiman
atercantumdalamLampiran VI yang
telahdiubahadalahtercantumdalamLampiran IV danmerupakanbagian

yang tidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini.

Ketentuan BAB II ditambahkan 1 (satu) Bagian sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Retribusi Terminal
Paragraf 1
Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 45A

Dengan nama Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf g dipungut Retribusi Terminal yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah.

Pasal 45B

(1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A
adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas
lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola olehPemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Pasal 45C
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
jasa  pelayanan tempat khusus terminal yang  disediakan

/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45D

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45E
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi atau jangka

waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Tarif Retribusi

Pasal 45F

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimanan dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha

tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 45G
StrukturdanbesarnyatarifRetribusi
TerminaladalahsebagaimanatercantumdalamLampiranIV

danmerupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: (5-
132/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURNOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

BerdasarkanamanatUndang-UndangNomor 28 Tahun 2009
tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah, makadaerahdiberikewenangan
yang lebihbesardalampenetapantarifPajakdanRetribusi Daerah dalam
menggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan berkeadilan. Selanjutnya dengan
adanyapertumbuhan ekonomi nasional berdampak positif pada
pertumbuhan ekonomi regional Nusa Tenggara Timur yang mendorong
bertambahnya aset-aset baru milik Pemerintah Daerah yang menjadi
obyek baru dari Retribusi Jasa Usaha disamping adanya serah terima
sarana dan prasarana sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintah
dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi sehingga Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahannya perlu
disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka
perlumenetapkanPeraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha.

II.PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0094
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